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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI MINY AK
DAN GASBUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwaMinyak dan Gas Bumi mempunyai kontribusi yang
sangat besar bagi penerimaan negara dan pemenuhan
energi serta bahan baku industri dalam negeri, dan pada

saat ini produks Minyak dan Gas Bumi mengalami
penurunan;

b. bahwa potenss Minyak dan Gas Bumi mash dapat
dioptimalkan untuk diproduksikan sehingga dalam rangka
mengupayakan peningkatan produkss Minyak dan Gas
Bumi perlu ditetapkan pedoman kebijakan peningkatan
produksi Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Minerdl;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
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M enetapkan

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5047);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4216);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tangga 21

Oktober 2009;

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera

Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL  TENTANG PEDOMAN  KEBIJAKAN
PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GASBUMI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja
sama lain dalam kegiatan Eksploras dan Eksploitas yang lebih
menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
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Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan
untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informas
mengena kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan
cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan
Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri
alas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan
pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
mendukungnya.

Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan
pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang bidang tugas dan
kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Setigp usaha Eksploras dan Eksploitasi wajib bertujuan mendukung pencapaian
sasaran program Pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah lainnya yang mendukung
peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.

BAB Il
PELAKSANAAN KEBIJAKAN UPAY A PENINGKATAN PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI
Bagian Kesatu
Kewajiban Kontraktor
Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kontraktor wajib melakukan :
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penyelesaian kegiatan Eksplorasi di struktur penemuan dan mempercepat
pengajuan usulan rencana pengembangan lapangan baru dari cadangan yang
sudah ditemukan;

b. percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan |apangan pertama;
C. percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan lapangan berikutnya;

(1)

(2)

3)

(1)

pengupayaan pengembangan atau pemroduksian kembali lapangan yang
masih berpotensi baik yang pernah diproduksikan maupun yang belum
pernah diproduksikan;

pengupayaan pemroduksian kembali sumur-sumur yang masih berpotensi
baik yang pernah diproduksikan maupun yang belum pernah diproduksikan.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, huruf b dan huruf ¢, Kontraktor wajib:

a. melaporkan cadangan Minyak dan Gas Bumi baru kepada Menteri
melalui Badan Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah ditetapkan oleh Badan Pelaksana;

b. menggukan usulan rencana pengembangan lapangan dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
ditetapkan cadangan Minyak dan Gas Bumi baru sebagai mana dimaksud
pada huruf &;

c. memulai kegiatan pengembangan Iapangan dalam jangka waktu paling
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah mendapatkan
persetujuan rencana pengembangan lapangan;

d. memulai produks Minyak dan/atau Gas Bumi dalam jangka waktu
paing lambat 2 (dua) tahun setelah mendapatkan persetujuan
pengembangan lapangan.

Pelaksanaan pengembangan Iapangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, wgib dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan Rencana Kerja dan

Anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dikarenakan pertimbangan teknis dan/atau ekonomis ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh
Kontraktor, Menteri c.q. Direktur Jenderal dapat menetapkan kebijakan
lain dalam rangka percepatan produksi.

Pasal 5

Dalam rangka pel aksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d, Kontraktor wajib :
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a. melakukan inventarisas lapangan yang tidak berproduksi namun masih
berpotens dan melaporkan hasil inventarisasi tersebut kepada Badan
Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini;

b. melaporkan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana disertai pengajuan
rencana pemroduksian kembali dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga pulun) hari kaender setelah diselesaikannya inventarisas
sebagal mana dimaksud pada huruf a.

(2) Daam ha rencana pemroduksian kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan dilakukan dengan bekerjasama pihak lain, wajib terlebih
dahulu meminta persetujuan Menteri melalui Badan Pelaksana.

Pasal 6

Dalam hal Kontraktor tidak menggukan rencana pengusahaan terhadap
lapangan yang tidak berprodukss namun masih berpotens sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kontraktor waib mengembalikannya kepada
Menteri untuk ditetapkan kebijakan pengusahaannya.

Pasal 7

(1) Daam rangka pelaksanaan ketentuan sebaga mana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e, Kontraktor wajib :

a. melakukan inventarisas sumur-sumur yang tidak berproduksi namun
masih berpotenss dalam suatu lapangan yang berproduks dan
melaporkan hasil inventarisas tersebut kepada Badan Pelaksana dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
ditetapkannya Peraturan Menteri ini;

b. melaporkan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana disertai pengajuan
rencana pemroduksian kembali dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kalender setelah diselesaikannya inventarisas
sebagal mana dimaksud pada huruf a.

(2) Daam ha rencana pemroduksian kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan dilakukan dengan bekerjasama pihak lain, wajib terlebih
dahulu meminta persetujuan Menteri melalui Badan Pelaksana.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 7 dengan mempertimbangkan Kontrak Kerja Sama dan mengacu pada
peraturan perundang-undangan.
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